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BUPATf KONAWE SELATAN^^

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 2^ TAHUN 2014

TENTANG

PENGBLOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS
INFORMASl DAN TEKNOLOGl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik [good governance) dan
pemerintahan yang bersih [dean government} dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan
pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka
dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-imdangan;
bahwa Pemerintah Kabupaten- Konawe Selatan
memanfaatkan SIMDA, sistem pengelolaan keuangan
daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana
pengelolaan keuangan daerah;
bahwa dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar beijalan
efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam
pengelolaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi
dan Teknologi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

b.

c.

Mengingat 1.

2.

3.
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1^T 1 Tahun 2004 tentang. Undang-Undang Nomo , Negara Republik
E;r„ta tS™ ??« ».'»., =, T—°

33,- KeSSSPemeriksaan Pengelolaan dan Tang^ngawa^^^^^
S^LTmbian N^a Republik Indonesia

S. SSiundU
tentang Pe^^rintah^ Daerah (I^mb^^

Negara Republik Indonesia Nomor 4-^^^

¥Siru'irNeS?. N—
5234); TnVwin 2001 tentang

'• r^' Neg'^a^X
fnXSS^T^- 2001 NoLrJl. T— I—
Negara Republik Indonesia omor^ Tahun 2005 tentang

10. Peraturan Pemenntah Nom Umum (Lembaran
Pengelolaan Keuangan Badan Layman umum i

;=.r^tr^Si
4502); _ Nnmor 24 Tahun 2005 tentang

11. Peraturan Pemenntah Nom^ (T^mbaran Negara

i-r.. =er .rr?»r»o^|Umbiraui Negara Republik ""^5 fe„ing Dana
,2. E«amran «=»««« Tahun

S™»"r ^rte^Lan Nega™ Repum
Indonesia Nomor 4575), oi^-unn 900^ tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4576^.
14. Peraturan Pemenntah Nomor ^8 ^

Negara Republik Indonesia Nomor 4578),



5.

15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Sman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); tentane

16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006Lap^r^ Keuangan dan Kineija Instansi Pemenntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ^ntang
' Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembarM Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

18 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 200btentSg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer^
sebasaimana telah disempumakan dengan Peraturan

Sto Negeri Nomor 59 T.hun 2007 K„»ng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran,

MEMUTUSKAN :

M=«K>pl». : PENOBLOLAAK DAKRAH BEPBAS.S INFOEMASI
dan teknologi.

BAB I

ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe SelatEm ini, yang dimaksud dengan :
1 fldalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. ^ ^KPD adalah perangkat

perangkat P. ^^elaksanakan pengelolaan keuang^

dapatdiujikebenar^nya. Informasi Keuangan
Janngan adalah salah sam s riient-Server yang terdiri dan
Daerah yang berbasis Teknologi menghubungkan
perangkat-perangkat janngan y g database SIMDA yang ada di

S&« d« U vendor .el,komuni.c.,i seb.g.. med.a
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teTnta yaTg mLungkinkan client dan server dapat terhubung baxk secara
1SM)A offlTnTad^^^su^ta sistem SIMDA dimana client 3®
"server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database

2. SSor-Impor Data adalah suatu mekanisme Pefnindahan ^atadari database
lok^ ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke

13. Su^^i^Mr adalah suatu tingkatan jabatan yang
keria (administrator) serta kaiyaviran/staf pada unit keqa (admin) tersebut,
dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan vsalayah ruang

14 ^^S^iste^or adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak un^
mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah
mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungiawab
terhadap keamanan data SIMDA. .

15. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses seba^m
menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entn dan pengolahan data
atau tugas lain atasperintah atau arahan administrator.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 2

Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari; , , noo,-i.v,
a. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Keqa Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) terdiri dari :
1) Pembina;
2) Wakil Pembina;
3) Supervisor;
4) Adniinistrator;dan

b. Pen^S^S^wab SIMDA pada Satuan Kerja
Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk olen Kep^a bKFU.

Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah. , , j a
Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset

Supe^sor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk SKPKD dan Kepala Dinas untuk SKPD.
Administrator dijabat oleh Kepala Seksi/staf PNS yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah untuk SKPKD dan Kepala Dinas untuk SKPD. , ^ i
User/operator dijabat oleh staf PNS/non PNS yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah untuk SKPKD dan Kepala Dinas untuk SKPD.



Pasal 3

,) Dalam menjalankan tugasnya penanggungawab SIMDA pada SKPKD dibantu

SKPKD dan KepalaDinasuntukSKPD. 9TMDA serta
31 Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan janngan SIMDA sem
" aim pengetahuan tentang SIMDA. Pemerintah Daerah menunjuk

Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan s
Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

(1)

(2)

Pasal 4

Pembina dan Wakil Pembina bertanggungjawab atas selumh kegiatanpenselolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daera .
d» wakil Pembin. ben»e„„6 unni m»B.ngkat

memberhentikan susunan keanggotaan pokja pengelola SIMDA.
Pasal 5

(11 Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur,
' ' Sevaluasi kemampuan kineija sumber daya manusia P^riengapan

oendukung bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas,
efisiensi da^ mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang
ditetapkan. - u

;.rhad.p ad>ni„l.«.or y.«
dibawahinya;

b. memberibimbingan/arahankesemuabawaha^;dM analisa
c melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil keqa serta analisa
" permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu

penyelesaian secara konkrit.

' kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang
bbe^e^^dtlS^^ m^^apkan disiplin kerja terhadap administrator^

atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang

c blmeSmTngusuIkan penggantian administrator maupun user/operator
apabUa ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaM sistem
keija pada wilayah keija yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 6

(1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA
(2) D" '̂™S^^£.®mgasnya, administrator dapatyang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.



f data pada beberapa menu apabilaSpXkan sepert -menambah atau menghapus parameter progr^
ke^atan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan Kepala Dmas
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

b. menambah/ mengubah dan menghapus IdenUtas Pengguna
c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat

membahayakan keamanan data SIMDA.
Administrator mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam
pengelolaan keuangan daerah;

b. menjaga keamanan database;
c. mengatur user ID, password, level pengguna, dan otoritas user menu,
d. melaksanakan posting data anggaranjdan
e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai

arahan supervisor.

Pasal 7

(1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut.
a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :

1) Anggaran;
2) BUD;dan
3) Pembukuan.

sesuai tugas dan fungsinya;
b. mencetak laporan-laporan; i-i •
c. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan mstalasi aplikasi

SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
d. user/operator SKPKD yang ditunjuk melaksanakan instalasi aplikasi
' jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;

e. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan backup database pada
server SIMDA secara berkala; , .

f. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemehharaan jaringan
akses'

g. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator,dan
h. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan

terkait dengan tugas yang dijalankannya.
2) User/operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai benkut:

a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
1) Anggaran;
2) TataUsaha;
3) Bendahara;dan
4) Pembukuan.

b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

(1)

Pasal 8

Server SIMDA harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat
pendukung lainnya terdiri dari:
a. perangkat pen3dmpan daya listrik (UPS);
b. perangkatpenstabil tegangan listrik (Stabilizer),



5) ;raS^£a"Sgan"-"er\pe« kunci) ditetapkan oleh Kepala

(1)

(2)

Pasal 9

v '̂ TMDA hams memenuhi standar pengamanan jaringan untukJanngan akses SIMDA naru berkepentmgan.menghindan koneksi dan pihak p y SKPD/SKPKD hams memiliki IDUntuk keperluan keamanan, user/operas
Pengguna dan Password ^ "'̂ ^gUbatk^ pihak vendor penyedia

tingkat keamanan janngan yang handal.
Pasal 10

(3)

(4)

apapun. ^a=ma-masina User ID bertanggungawab terhadap
plSSguSam oldi mengganti pas.word
^::2'"LSrlS5 mendokun.enta.lk.n p...worf-p...«orisecara berkala dengan
sebelumnya.

Pasal 11

I" :i2;f.pe"S°S5u
""'S. dS togr^n^ran k^g- pad.

SKPD. . ,r,pmi-menu yang ada pada aplikasi SIMDA
n\ Peneaturandalammen^nakanmenumenu ydigoleh user/operator dilaksanakan oleh admmistrat .

Pasal 12

menu sebagai berikut.
1) Data Entry Anggaran :

a) Ekspor impor data;dan
b) DPA dan DPPA.

2) Laporan : _.„..aopran dapat mengakses semua menu



•/

b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu-
menu sebagai berikut:
1) Data Entry BUD :

a) Ekspor impor data;
b) Anggaran Kas;
c) SPD;
d) SPP Non Anggaran;
e) SPM Non Anggaran;
f) SP2D;
g) Daftar Penguji SP2D;
h)Realisasi pencairan SP2D;
i) Penerimaan pendapatan;
j) penerimaan pembiayaan;
k) Setoran Sisa UP;dan
1) Transfer antar bank.

2) Laporan :

User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua
menu pada laporan SPD.

b)BUD ^ ,
User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua
menu pada laporan BUD.

c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu
sebagai berikut:
1) Data Entry Pembukuan :

a) Jumal;
b) Penyesuaian Pendapatan;
c) Saldo Awal;
d) Posting Data;dan
e) Ekspor Impor Data.

2) Laporan: t
User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu
pada Laporan Pembukuan.

(21 Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut:
a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-

menu sebagai berikut;
1) Data Entry.

a) Data Umum;
b) Renstra SKPD;
c) Renja SKPD;
d) Tugas Pokok;
e) Fungsi;dan
f) Pagu Anggaran.

2) Laporan.
User/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu
pada Laporan Renstra

b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-
menu sebagai berikut:
1) Data Entry.

a) Rencana Keija Anggaran SKPD;
b) Anggaran Kas;dan j
c) Ekspor Impor Data Renja, Indikator, Anggaran, Anggaran Kas, dan

DPA-DPPA.

21 Laporan.
.# r^^TifTQTirrcroran Hnnat menffakses semua menu



c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai
berikut:

1) Data Entry.
a) Pembuatan SPP;
b) Panjar dan SPJ Panjar;
c) SPJ;
d)Pajak;dan ^ .
e) Ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar,. SPJ dan Pajak.
S/^erator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua
menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.

d. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai
berikut:

1) Data Entry.
a) Bukti Penerimaan;
b) Surat Tanda Setoran;dan ^ , o «
c) Ekspor Impor Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.
Sr/^erator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua
menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.

e. User/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses men -
menu sebagai berikut:
1) Data EntryTata Usaha.

a) Ekspor Data SPM, dalam hal offline;
b) Impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offlme;
c) Verifikasi SPP;
d) Pembuatan SPM;dan
e) Pengesahan SPJ.

2) Data Entry Pembukuan.
a) Jumal;
b) Penyesuaian Belanja;
c) Penyesuaian Pendapatan;
d) Saldo Awal;
e) Posting data;dan
f) Ekspor Impor Data.

User/^erator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua

Supervisor.

Pasal 13

(1)

(2)

Database SIMDA Ha1am server dibackup secara otomatis melalui menu"to ..B.P sami». dan SIMDA
Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database blM
""dlSS.nSi. manual .ebag.imana dlmak.ud p.J> ay.t B

" d£S.ia„ sctiap hari tor|a pulul 16.00 hart Sen.n .ampa. dengan hm
Kamis, pukul 11.30 untuk hari Jum'at dan/atau sesuai

(4) Penanggungjawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.



Pasal 14

fll Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpananekstemal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online. _
(2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan

ekstemal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalny
dalam hal gangguan jaringan.

BAB VI

INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 15

(1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk
oleh Administrator.

(21 Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan computer
client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.

(3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian
awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB vn

KETENTUAN PENUTUP

,Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Asar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanSati S den^n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
...J.

INST/.NS.

12.
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..:CABAGK'--

a 10 I

pada^anggal, 76 - 6 "

[. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggalj /p 6 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

RUS^AM silondae

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014. NOMOR J

••i

2014

^AWE SEXATAN,


